
1 
 

ABSTRAK  
LEIDYA NUR RAHMA UTAMA 

 
Seseorang yang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain, 
maka tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan terlebih dulu dari 
pihak yang merasa telah dirugikan akibat pencemaran nama baik tersebut 
 
Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis 
normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research).  
 
Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum tindak pidana 
pencemaran nama baik di Indonesia. Diatur dalam Pasal 310 KUHP dimana 
telah dirumuskan bahwa tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa 
menista dengan lisan (smaad),Pasal 310 ayat (1); menista dengan surat 
(smaadschrift), Pasal 310 ayat (2). Tetapi dalam UU No. 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik dan 
penghinaan ringan online diatur dalam Pasal 27 ayat (3).Penerapan sanksi 
tindak pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan 
Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso). Penerapan hukum pidana terhadap kasus 
pencemaran nama baik ini yakni Pasal 310 KUHP ayat (1) telah sesuai 
dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan 
keterangan terdakwa, hanya saja pertimbangan hukum yang dijatuhkan 
oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah 
sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih 
terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana. Pertimbangan 
hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran 
nama baik (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso). Terdakwa 
pernah mengucapkan kata-kata Kepala desa Tiga Pulau korupsi 
dilapangan desa Terdakwa juga melakukan pencemaran nama baik kepala 
desa tiga pulau saat di Dego-Dego, Terdakwa mengatakan “Kades korupsi 
449 juta”. Lalu saat dilapangan, Terdakwa mengatakan “Kades 
salahgunakan anggaran” dan “Kades korupsi” 
 
Kesimpulan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam UU ITE 
harus merujuk pada Pasal 310 KUHP, dalam memproses pengaduan terkait 
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus 
menggunakan rujukan pada Pasal 310 dan 311 KUHP 
 
Kata Kunci: Pemidanaan, Pelaku Tindak Pidana, Pencemaran Nama 
Baik 

 
 
 

 
 


